Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Buka Uji Publik Rancangan Peraturan
Daerah Penyelenggaraan Bangunan Gedun
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Kandangan (ANTARA) - Sekretaris Daerah(Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan
Selatan (Kalsel) Muhammad Noor membuka uji publik rancangan peraturan daerah (ranperda)
Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah HSS Fitri, di Kandangan, mengatakan uji publik
merupakan kesempatan bagi masyarakat turut serta memberikan masukan dan gagasan, terhadap
raperda yang disusun Dinas PUTR HSS bersama tim terkait.

"Raperda ini diharapkan mampu mendukung pembangunan gedung yang memenuhi standar
teknis, keamanan, kesehatan, kenyamanan, serta estetika, demi kebaikan bersama," terangnya di
aula Dinas PUTR HSS, mengutip pers rilis Diskominfo HSS, Kamis.

Fitri juga menambahkan bahwa aturan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan umum,
mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, dan menjaga ketertiban serta kelestarian tata
ruang wilayah.

Sementara itu, Sekda HSS Muhammad Noor menyampaikan apresiasi atas uji publik dan berharap
acara tersebut dapat memberikan masukan yang berharga, untuk penyempurnaan raperda

Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
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“Ranperda ini akan mengatur proses perizinan mendirikan bangunan melalui Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG), yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” jelasnya.
Dijelaskan dia, PBG berfungsi sebagai dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada
pemilik bangunan, sebagai persetujuan mendirikan atau mengubah bangunan sesuai dengan
standar teknis yang berlaku.

Dalam uji publik tersebut, hadir sebagai narasumber Guru Besar Hukum Acara Universitas
Lambung Mangkurat (ULM), Mulyani Zulaeha.

Narasumber memaparkan berbagai aspek hukum terkait penyelenggaraan bangunan gedung,
dalam acara yang juga dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, camat, lurah,

kepala desa, serta tokoh masyarakat, yang dirangkai dalam diskusi.

Sumber berita:
1. https://kalsel.antaranews.com/berita/435249/sekda-hss-buka-uji-publik-raperda-
penyelenggaraan-bangunan-gedung, 17 Oktober 2024.
2. https://www.jurnalispost.online/2024/10/sekda-hss-buka-secara-resmi-uji-publik.html,
16 Oktober 2024.

Catatan:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka
13);

2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));

3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan

Wiajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
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Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan

Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai

dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanjatanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap
dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin
mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap

dipakai;
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d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi,
dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai;

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap
yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai; dan

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)
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